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Pemidanaan merupakan hal yang penting dalam penjatuhan sanksi terhadap
pelaku kejahatan khususnya kejahatan kekerasan dan kesusilaan kepada anak dan
perempuan.Sistem pemidanaan meerupakan sistem perundang undangan yang
mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan dan dioperasionalkan secara
konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi pidana dalam hukum pidana materiil
dan hukum pidana formil pada tahap formulasi. Pemidanaan dapat dijatuhkan oleh
hakim berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam KUHP.
Pemidanaan di dalam KUHP di jelaskan pada Pasal 10 huruf b yang meliputi
hukuman pokok dan hukuman tambahan. Tetapi dalam penjatuhan pidana terhadap
pelaku kejahatan tersebut khususnya penjatuhan pidana penjara tidak memiliki efek
jera terhadap pelaku, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang sanksi pidana kebiri,
sehingga dalam penjatuhan sanksi kebiri tidak berdasarkan Pasal 10 huruf b KUHP.
Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui kedudukan sanksi kebiri di dalam sistem
pemidanaan Indonesia dan bagaimana implementasi sanksi kebiri di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris dan pendekatan perundang undangan, melalui pengumpulan data primer dan
data sekunder dengan spesifik. Kedudukan sanksi kebiri didalam sistem pemidanaan
adalah sanksi kebiri  masih diberikan kepada hakim dan merupakan kewenangan
hakim untuk menggunakan aturan tambahan di dalam vonis sebuah kasus kejahatan
seksual sesuai dengan tingkat kejahatan pelaku. Implementasi sanksi kebiri di
Indonesia belum dapat dilaksanakan dikarenakan Peraturan Pemerintah sampai saat
ini belum ada. Dalam penerapan sanksi kebiri hal tersebut pemerintah dan penegak
hukum harus memiliki ide dan konsep sehingga penerapan sanksi tersebut akan
berjalan sebagai mestinya dan dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang
terealisasinya penerapan sanksi kebiri yang berdasarkan peraturan perundang
undangan. Jika sanksi telah diterapkan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan maka
pemerintah harus melakukan pengawasan baik dari  kesehatan maupun psikologi
terhadap pelaku, maka pemerintah berupaya dalam tindakan melakukan rehabilitas
terhadap pelaku tersebut
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ABSTRACT
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LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACT IN STUDY OF INDONESIA
CRIMINAL SYSTEM
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Punicshment is an important thing in sanction especially violence and morally
to the children and woman. The criminal system is a laws system that arrange how the
criminal law is enforced and operated concretely so that everyone who has been
imposed of criminal act in criminal law material and formal at a step of formulation.
The punishment can be imposed by judge based on elements of criminal act that
contained in criminal code (Penal Code In Indonesia). The punishment in criminal
code can be explained at article 10 letter b which consists of principal punishment and
additional penalties. But imposeeed of criminal act especially to perpetrators which
has no deterren effect, so the government issued the government regulation in lieu of
legal 1 of 2016 on emasculated sanction not based on article 10 pragraf b criminal
code. The aims of this research are to know  the position of emasculated in Indonesia
and how the implementation of emasculated in Indonesia. The research methods which
are used are normative juridical and empiric juridical approach and law approach by
primary data emasculated which is still given by jugde and the judge,s authority to use
additional rules in sexual crimes based on the level of criminal offender. The
implementation of emasculated in Indonesia cannot be done because there is no
goverment regulation. The government and law enforcer must have idea and concept in
implementing emasculated so that the application of that sanction will run as it should
be and need infrastructure to support the realization of emasculated according to
legislations. If the sanction has been applied to the perpetrations of crime so the
government must have a good control from health of psychology to the perpetrators,
thus the government try to rehabilitation them.
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